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A. PIMPINAN RAPAT

Nama : DARMADI, S.Sos
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN MALANG

B. SEKRETARIS RAPAT

NAMA : BAGUS SULISTYAWAN, A.P, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS RAPAT
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C. ANGGOTA SESUAI FRAKSI

NO NAMA ANGGOTA JABATAN PARTAI
1| DARMADI, S.Sos. Ketua DPRD PDI.P
2 | Ir.HM. KHOLIQ Wakil Ketua PKB
3 | MISKAT , SH.MH Wakil Ketua GOLKAR
4 | SODIKUL AMIN Wakil Ketua NASDEM
5 | VENNY AYU SORAYA Anggota PDI.P
6 | H.SUMA' Anggota PDI.P
7 | FATHUR ROHMAN , S.Pd.I Anggota PDI.P
8 | BUSILAN,SH Anggota PDI.P
9 | Ir. BUDI KRISWIYANTO Anggota PDI.P
10 | SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H Anggota PDI.P
11 | Dr. TANTRI BARAROH, SE, M.Si., M.AK. Anggota PDI.P
12 | Dra. Hj.TUTIK YUNARNI Anggota PDI.P
13 | RENI PUWINING TYAS Anggota PDI.P
14 | WAHYU INDRIYATI Anggota PDI.P
15 | YULIS FARIDA, SH Anggota PDI.P
16 | KUNCORO, S.H Anggota PKB
17 | NOFAN EKO PRASETYO Anggota PKB
18 | MAHRUS ALI Anggota PKB
19 | Hj. MASFUFAH, S.Pd. Anggota PKB
20 | Drs. ABDUL ROKHIM Anggota PKB
21 | MUSLIMIN, S.Pd. Anggota PKB
22 | SUSIYONO Anggota PKB
23 | ABDULLOH SATAR Anggota PKB
24 | Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag. Anggota PKB
25 | ALIMURTADLO, S.H Anggota PKB
26 | H. ABU HANIF, S.Pd.| Anggota PKB
27 | AHMAD FAUZAN, S,Sos. Anggota GOLKAR
28 | DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.Ap. Anggota GOLKAR
29 | SUDARMAN, S.Pd. Anggota GOLKAR
30 | DOFIC SOROANGGOMO Anggota GOLKAR
31 | M.KHOIRUN, S.E Anggota GOLKAR
32 | Ir. SUDJONO,MP Anggota GOLKAR
33 | AGUSTINUS SURYA PRIHANTA Anggota GOLKAR
34 | NINIK NURMIATI Anggota NASDEM
35 | SA'RONI Anggota NASDEM
36 | ABDUL GHOFUR Anggota NASDEM
37 | H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum. Anggota NASDEM
38 | MUHAMMAD FAIZ, S.E. Anggota NASDEM
39 | AMARTA FAZA, S.T. Anggota NASDEM
40 | MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH Anggota GERINDRA
41 | RAHMAT KARTALA Anggota GERINDRA
42 | FITRI' YUHANA Anggota GERINDRA
43 | UNGGUL NUGROHO, S.Si. Anggota GERINDRA
44 | MOHAMMAD. SAIFUL EFFENDI Anggota GERINDRA
45 | ZIAUL HAQ Anggota GERINDRA
46 | JOKO EKO SUJARWANTO Anggota GERINDRA
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47 | H. AHMAD DANIYAL Anggota PPP

48 | M. TAUFIQ, S.PD.I Anggota PPP
49 | H. HADI MUSTOFA, S.Kom. Anggota DEMOKRAT
50 | SUTRISNO, S.H. Anggota HANURA

D. SAMBUTAN KETUA DPRD KABUPATEN MALANG

LT

..':’:
< '/

= ASSALAMU’ALAIKUM WR, WB.

= SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA,
= OM SWASTYASTU,

= NAMO BUDDHAYA,

= SALAM KEBAJIKAN,

= RAHAYU.

SESUAI CATATAN DI SEKRETARIAT DPRD, DARI 50 ORANG ANGGOTA
DPRD YANG TELAH MENANDATANGANI DAFTAR HADIR ADA 32 ORANG,
DENGAN DEMIKIAN TELAH MEMENUHI KUORUM SEBAGAIMANA DIATUR
DALAM PASAL 131 AYAT (1) HURUF c, PERATURAN DPRD KABUPATEN
MALANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD
KABUPATEN MALANG, MAKA DENGAN MENGUCAP
‘BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM* RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI,
RABU, TANGGAL 24 APRIL 2024, SAYA NYATAKAN DIBUKA ..... (TOKI! 1 X)

YANG TERHORMAT,
SDR. BUPATI MALANG,;
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SDR. WAKIL BUPATI MALANG,;

SDR. PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MALANG; ATAU YANG MEWAKILI

SDR. PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG;

SDR. Pj. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, DAN
PARA PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN IPEMERINTAH
KABUPATEN MALANG;

REKAN-REKAN PERS, HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DPRD, MARILAH KITA MENGUCAP
PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA BERKAT RAHMAT, TAUFIQ
DAN HIDAYAH-NYA KITA MASIH DIBERIKAN KESEMPATAN, MENGHADIRI
RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA SENANTIASA TERLIMPAHKAN
KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD S. AW BESERTA KELUARGA,
SAHABAT DAN PENERUS PERJUANGAN BELIAU HINGGA AKHIR ZAMAN.

DI KESEMPATAN YANG MULIA INI, SERTA MASIH DALAM SUASANA
IDUL FITRI, IJINKAN KAMI MEWAKILI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD UNTUK
MENGUCAPKAN “MINAL AIDZIN WAL’FAIZIN, MOHON MA’AF LAHIR DAN BATIN
APABILA SELAMA INI TERDAPAT KHILAF BAIK DISENGAJA MAUPUN TIDAK
DISENGAJA”.

ATAS NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAMI JUGA
MEMBERIKAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI — TINGGINYA KEPADA
SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI MALANG, JAJARAN FORKOPIMDA DAN
PARA UNDANGAN ATAS KEHADIRANNYA PADA RAPAT PARIPURNA DPRD HARI
INI.

SESUAI DENGAN HASIL RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD
KABUPATEN MALANG, AGENDA RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI ADALAH
PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP
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LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MALANG
TAHUN 2023.

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

DALAM AMANAT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DILAKUKAN
PEMBAHASAN OLEH DPRD PALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI SETELAH
DISAMPAIKAN.

PERLU DIKETAHUI BAHWA REKOMENDASI TELAH DISEPAKATI DAN
TELAH DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN DPRD PADA FORUM RAPAT
PARIPURNA YANG PERTAMA. UNTUK ITU, MARILAH KITA IKUTI BERSAMA
PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MALANG TAHUN 2023.

JURU BICARA DPRD YANG TELAH DITUNJUK, AKAN MEMBACAKAN LAPORAN
DPRD ATAS HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MALANG TAHUN 2023,
BESERTA REKOMENDASI SEBAGAI CATATAN - CATATAN STRATEGIS.

KEPADA JURU BICARA DPRD, DIPERSILAHKAN...........

.......... Proses Penyampaian Laporan DPRD atas Hasil Pembahasan Pansus

LKPJ Bupati Malang Tahun 2023.........

Risalah Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Malang Tahun 2023 6



Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian,

Yang terhormat,

Saudara

Saudara

Para

Saudara

Saudara

Bupati Malang
Wakil Bupati Malang

Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malang; atau yang
mewakili;

Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Malang;

Pj. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, serta Para Pejabat
Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

Rekan-rekan Pers, Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin Yang Saya Hormati,

Mengawali Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan DPRD terhadap Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2023, terlebih dahulu marilah kita

mengucap puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, yang telah memberikan

rahmat, taufig, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini, kita
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dapat kembali bertemu dan bertatap muka diforum yang insyaallah penuh barokah ini, dalam

keadaan sehat wal’afiat. Aamin..........

Sholawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar
Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta para penerus perjuangan beliau hingga

akhir zaman.

Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, terlebih dahulu kami menyampaikan
terima kasih kepada yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, yang telah
memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Hasil Pembahasan DPRD
terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2023 yang telah
dilaksanakan beberapa waktu yang lalu sesuai Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Malang
bersama Perangkat Daerah Kabupaten Malang.

Rapat Paripurna DPRD Yang Kami Hormati,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2023, dilaksanakan dalam rangka
memenuhi kewajiban sesuai perundang-undangan, yang diamanatkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, bahwa LKPJ adalah laporan yang
disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
memuat hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menyangkut laporan
pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu)

tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026,
Visi Kabupaten Malang adalah, "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu,
Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong
Berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka
Tunggal Ika". dengan Misi: 1) Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun

Sumber Daya Manusia Unggul;
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2) Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, dan Agamis Berlandaskan Falsafah

Pancasila;

3) Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa, 4)
Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera;

5) Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri
Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan. Hal-hal pokok dan penting yang
terkandung dalam visi dan menjadi pijakan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang
Tahun 2021-2026 melalui MALANG MAKMUR (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan
Responsif).

Rapat Paripurna DPRD Yang Kami Hormati,

Dalam memberikan Catatan Strategis terhadap Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2023 di Bidang Hukum, Pemerintahan dan
Perundang - undangan, Bidang Ekonomi dan Keuangan, Bidang Pembangunan dan
Insfrastruktur serta Bidang Kesejahteraan Rakyat, pada hakekatnya adalah merumuskan hasil
monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh DPRD selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berangkat dari perspektif dimaksud, kemudian bagaimana merumuskan, melihat,
mengamati dan mengukur tentang keberhasilan, disisi lain juga untuk mengidentifikasi

problematika-problematikanya.

Sehubungan dengan itu, selain pengawasan yang telah dilakukan dalam rapat kerja
dan kunjungan kerja komisi, DPRD juga membentuk Panitia Khusus Pembahas LKPJ Bupati
Malang Tahun 2023, untuk membantu mewujudkan fungsi pengawasan, dimana hasilnya
merupakan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Malang di Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Perundang - undangan, Bidang Ekonomi dan Keuangan, Bidang Pembangunan dan

Insfrastruktur serta Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Panitia Khusus keempat Bidang tersebut telah melaporkan hasil kerjanya kepada
Pimpinan dalam forum Rapat Paripurna tadi pagi, oleh karena itu kami sebagai juru bicara
DPRD akan menyampaikan beberapa hal, merangkum apa yang telah disampaikan oleh
Pansus LKPJ Bupati Malang Tahun 2023 dimaksud.

Namun sebelum menyampaikan hasil pembahasan DPRD, perkenankan kami
memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah

Kabupaten Malang sepanjang tahun 2023.

Adapun dari hasil pembahasan DPRD terhadap Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2023, disampaikan Rekomendasi dalam

bentuk ”Catatan Strategis” sebagai berikut :
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BIDANG HUKUM, PEMERINTAHAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Inspektorat

e Masalah isu strategis yang selalu menjadi catatan bagi Inspektorat Daerah
adalah kesediaan SDM yang ada, khususnya terkait dengan SDM APIP
meskipun dalam perkembangan di tahun 2023 telah bekerjasama dengan
pihak-pihak terkait. Yang menjadi perhatian dalam isu tersebut adalah dengan
kompetensi dan kuantitas SDM APIP yang ada saat ini perlu dilaksanakannya
analisis beban kerja sehingga pemenuhan atas kebutuhan SDM tersebut dapat
terpenuhi dan sesuai dengan beban kerja yang ada. Peningkatan kompetensi
dan kuantitas SDM APIP di atas, juga perlu memperhatikan kesediaan
penganggaran yang ada, hal ini mengamanatkan bahwa penganggaran serta
pemanfaatan anggaran di Inspektorat Daerah juga harus mendukung

pemenuhan kebutuhan kompetensi dan kuantitas SDM APIP yang ada.

e Turunnya nilai Indeks Integritas Pemerintah pada tahun 2023 jika dibandingkan
dengan tahun 2022. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah
Daerah khususnya Inspektorat Daerah agar dapat meningkatkan Indeks
Integritas Pemerintah tersebut melalui beberapa program kebijakan yang

strategis serta pelayanan publik yang optimal.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

e Perlu untuk dilakukan sinkronisasi terhadap regulasi yang baru karena sudah
terdapat regulasi baru yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

e Dalam hal PPNS maka perlu dilakukan pencermatan apakah jumlah PPNS
yang ada di Kabupaten Malang telah mencukupi untuk melaksanakan

penegakan Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Malang.
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e Pemenuhan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah perlu menjadi perhatian
oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Hal tersebut mengingat bahwa realisasi
dalam pemenuhan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah belum terlihat
signifikan, khususnya dalam hal Penanganan Kasus Pelanggaran Peraturan

Daerah dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum.

e Satuan Polisi Pamong Praja merupakan ujung tombak sehingga perlu ada
sinergi dengan Dinas Perijinan, Bapenda dan dinas terkait dalam hal penertiban

baliho untuk dapat meningkatkan PAD Kabupaten Malang.

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

e Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja harus
bersinergi untuk penanganan secara rutin dilakukannya koordinasi,

pemantauan dan sosialisasi untuk pencegahan terjadinya konflik.

e (Catatan yang perlu diperhatikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah
perlu adanya langkah preventif yang sistematis dan terstruktur sehingga dapat

meminimalisir segala isu yang terjadi.

e Terkait Bansos untuk berhati-hati agar tidak terimplikasi hukum pelajari aturan

diatasnya

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah memberikan capaian kinerja
yang sudah baik dan capaian dari sisi anggaran hampir sempurna, untuk

rekomendasi yang perlu untuk di perbaiki yaitu:

e Mutasi Jabatan jangan terlalu cepat, sehingga terkesan dipaksakan dan tidak
profesional serta masih banyak pejabat yang masih belum definitif (PIt.)

sehingga dirasa masih belum bisa maksimal dalam melaksanakan tugas.
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e Dibutuhkan akselerasi SDM sehingga butuh anggaran yang cukup untuk
peningkatan SDM melalui diklat, pelatihan dan tugas belajar yang harus

ditingkatkan.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

e Perlu adanya sinkronisasi data dengan Keputusan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023
tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023. Sinkronisasi data
tersebut tentunya penting bagi Pemerintah Kabupaten Malang dalam
melakukan koordinasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

desa.

e Untuk dilakukan pendataan TKD secara menyeluruh agar tidak menimbulkan
masalah dikemudian hari serta diperlukan kolaborasi dengan OPD yang

berkaitan.

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

e Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran yang sangat penting
dalam memberikan pelayanan dasar administrasi kependudukan bagi
masyarakat, dikarenakan Akte Kelahiran dan Kematian, Kartu Keluarga (KK),
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Indentitas Anak (KIA) merupakan
kebutuhan dasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Pemetaan jumlah
penduduk ”Data Bersih” perlu terus ditingkatkan dan divalidasi, karena

sebagai pangkalan data (Database) kependudukan harus terus update.

e DPRD Kabupaten Malang menghimbau agar Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil terus melakukan inovasi dan terobosan dalam pelayanan publik,
seperti Program ldentitas Kependudukan Digital (IKD) diharapkan bisa
segera berjalan di semua desa di Kabupaten Malang sehingga dapat

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi.
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e Perlu adanya penguatan jaringan komputer di seluruh Kabupaten Malang untuk
melayani masyarakat Kabupaten Malang, masih diperlukan sosialisasi

pelayanan adminduk di desa-desa.

e Catatan Khusus vyaitu perlunya penambahan anggaran pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar semua program yang bersentuhan

langsung dengan masyarakat bisa terlayani dengan baik.

7. Dinas Pertanahan Kabupaten Malang

Permasalahan pertanahan di Kabupaten Malang perlu segera ada upaya
penyelesaian oleh Pemerintah Kabupaten Malang secara prioritas, agar
permasalahan tersebut tidak semakin berlarut-larut. Terkait rencana
pembangunan Alun-alun Kepanjen yang site plan sudah diserahkan ke Dinas
Cipta Karya mohon untuk ditindaklanjuti prosesnya. Selanjutnya, DPRD juga
mengharapkan terhadap aset tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Malang yang
ada segera dilakukan inventarisasi secara valid dan yang belum bersertifikat
segera dilakukan sertifikasi, agar tidak terjadi permasalahan atau sengketa

hukum di kemudian hari;

8. Bagian Umum Setda Kabupaten Malang, Anggaran yang sangat besar perlu
teliti dalam penyajian data agar tidak menimbulkan pertanyaan saat dilakukan

pemeriksaan.

9. Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang memiliki peran yang sangat penting
dalam membuat peraturan Daerah dan peraturan Bupati sehingga perlu adanya
Sosialisasi/Penyuluhan peraturan daerah melalui JDIH untuk lebih digemakan
karena masyarakat yang melanggar aturan banyak yang tidak mengetahui

Perdanya.

10. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan catatannya untuk memaksimalkan

publikasi.
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11. Bagian Tata Pemerintahan, perlu adanya koordinasi yang mantap terhadap Tim
Penyusunan LKPJ Bupati dan komunikasi lintas vertikal , sehingga data yang
disajikan dalam laporan valid dan terukur. LKPJ tidak perlu di cetak cukup softfile

dan terkait batas wilayah untuk segera dicukupi koordinasi dengan dinas terkait.

12. Bagian Kerjasama, perlu kiranya untuk selalu menjaring kerja sama dengan pihak
lain baik dari Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha, ataupun Kerjasama lainnya

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Bagian Organisasi perlu adanya analisis jabatan dan beban kerja secara berkala
terhadap OPD terkait. Hal ini dimungkinkan untuk memonitoring dan mengevaluasi
kondisi OPD yang ada di Kabupaten Malang. Perlu juga dilakukan inventarisasi

prioritas kinerja agar dapat memaksimalkan Dana Insentif Daerah (DID).

BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

Bidang Pendapatan:

e Pendapatan Kabupaten Malang di targetkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp
4.501.832.816.808,00 (Empat triliun lima ratus satu milar delapan ratus tiga
puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus delapan rupiah) dan
dapat direalisasikan sebesar Rp 4.375.225.182.406.89 (Empat triliun tiga ratus
tujuh puluh lima miliar dua ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh dua
ribu empat ratus enam rupiah delapan puluh sembilan sen) atau mencapai
sebesar 97,19%.

e Namun, realisasi pendapatan yang bersumber dari 3 jenis yaitu Pendapatan
Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain Pendapatan yang Sah. Ketiga jenis
pendapatan tersebut yang perlu dilakukan evaluasi dan telah kembali yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahwa di Kabupaten Malang pada tahun 2023
ditargetkan Rp.1.025.586.055.284,00 (Satu Triliun dua puluh lima miliar lima
ratus delapan puluh enam juta lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh
empat rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp.838.906.956.543,89

(Delapan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus enam juta sembilan
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ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima empat puluh tiga rupiah delapan
puluh sembilan sen ) atau mencapai 81,80%.

» Komponen PAD Kabupaten Malang:

e Pajak daerah yang melampaui target yakni Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan tercapai 113,95% Pajak Penerangan Jalan tercapai 109,56% dan Pajak Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tercapai 88,38%.

e Retribusi Daerah tercapai (presentase 28,94%) sehingga perlu ada riset khusus
tentang pengalian potensi daerah.

e Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh
dari penyertaan modal yang penerimaannya menjadi bagian dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dengan presentase 54,39%

e Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, belum tercapai (belum
mencapai target) atau dengan presentase mencapai sebesar 84,88% (tahun anggaran
2023 direncanakan sebesar Rp.382.541.168.161,00 (Tiga ratus delapan puluh dua
miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus eman puluh delapan ribu seratus enam
puluh satu rupiah) terealisasikan Rp. 324.707.011.242,84 (Tiga ratus dua puluh empat
miliar tujuh ratus tujuh juta seratus delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah
tujuh puluh sen).

e Optimalisasi Pemanfaatan Barang Barang Milik Daerah dalam bentuk :

Sewa;

Pinjam Pakai ;

a

b

c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);

d. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG);

e. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

e Optimalisasi 3 (tiga) BUMD Perumda Tirta Kajuruhan, Perumda Jasa Yasa, BPR Arta
Kanjuruhan, untuk meningkatkan pendapatan.

e Sampai akhir 2023 belum ada hasil bagian laba yang dibagikan ke pemerintah atas
penyertaan modal pada BUMD Jasa Yasa.

e Perkembangan di Tahun 2023 Perumda Perumda Jasa Yasa sudah cukup bagus, ke
depan di mohon untuk meningkatkan terkait inovasi dan kinerjanya

e Perkembangan di Tahun 2023 Perumda Tirta Kanjuruhan cukup bagus, perlu di tinjau
kembali untuk usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan ke depan di mohon untuk
meningkatkan terkait inovasi dan kinerjanya

e Perkembangan di Tahun 2023 BPR Artha Kanjuruhan, perlu di tinjau kembali untuk

meningkatkan inovasi dan kinerjanya
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Saran :

e Perlu adanya Investasi dan kerja sama dari pihak ketiga Untuk dipertahankan
dan di hidupkan kembali serta memajukan usaha percetakan serta apotik.

e Perumda Tirta Kanjuruhan untuk mempertahankan Kinerjannya, memajukan
dan meningkatkan usaha AMDK (Air Minum dalam Kemasan).

e BPR Artha Kanjuruhan untuk memaksimalkan kinerja dan berinovasi, dan
pengembangan teknologi informasi serta perlu dikaji kembali.

® Sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Malang.

1. Koperasi dan UMKM

e Permasalahan yang di hadapi Koperasi dan UMKM

e Khusus pada Pengurus Koperasi masih di butuhkan transfer knowledge tentang
perkoperasian.

e Minim nya pengetahuan bisnis dan permodalan permodalan bagi UMKM.

e Promosi produk UMKM dan masih banyak menjual produk secara tradisional

Saran:

e Menertibkan lintah darat yang berkedok koperasi di Kabupaten Malang, di
kareranakan sangat meresahkan masyarakat.

e Memberikan pelatihan tentang perkoperasian dan bisnis kepada pengurus
koperasi.

e Memberikan penyuluhan tentang pengetahuan bisnis bagi pelaku UMKM Selain
itu membantu mencarikan permodalan murah atau kerjasama kerjasama
dengan pemilik modal.

e Memberikan sosialisasi tentang digitalisasi pemasaran produk dan
menyediakan wadah bagi UMKM untuk promosi melalui program pameran

virtual
2. Ketahanan Pangan dan Perkebunan

e Semua Program Target dan Realisasi 100% tetapi masih banyak masalah
yang perlu dicari solusinya.

e Ketahanan pangan Indikator kinerja utama tercukupi kebutuhan pangan
utama (Beras) dan melebihi target terealisasi 127.90%

e Dalam ketahanan pangan yang terdapat dalam definisi adalah ketersediaan

(availability), keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi,
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dan stabilitas (stability) yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan
setiap tempat.

Ketersediaan pangan terutama dari tanaman padi dan jagung 321.587 ton
Menurunnya daerah rentan rawan pangan

Meningkatkan angka kecukupan gizi (AKG) dan terealisasi capaian 100 %.
Tanaman pangan dan Holtikultura

Persentase peningkatan produksi komoditas tanaman pangan holtikultura dan
perkebunan tercapai 109.50 %

Persentase luas lahan padi sawah yang memiliki IP padi sawah 1.5 tercapai
102.78 %

Meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan.

3. Badan Keuangan dan Asset Daerah

Strategi yang dirumuskan sudah bagus dan Program yang telah ditetapkan
hampir semua target tercapai

Meningkatkan pengendalian atas penatausahaan aset dan persediaan
dengan melakukan inventarisasi BMD

Aplikasi -E-BMD sebagai pengamanan Barang Milik Daerah, Hal ini dilakukan
dengan cara pemberian stiker barcode seluruh Barang Milik Daerah Untuk
sementara masih diterapkan pada internal BKAD

Dalam rangka meningkatkan kapabiltas Sumber Manusia BKAD
melaksanakan dan mengirimkan ASN untuk Kegiatan Bimbingan Teknis
Melakukan inventarisasi dan validasi Data Barang Milik Daerah, Pemanfaatan
dan Pengahapusan serta pengamanan BMD dalam rangka pengelolaan
Barang Milik Daerah.

Saran :

Pemberian stiker pada BMD bersamaan dengan kegiatan inventarisasi,
sehingga kepemilikan atas BMD sudah jelas

Peningkatan kapabilitas SDM (Bimtek) terkait BMD tidak hanya BKAD tetapi
untuk semua pengurus BMD seluruh OPD, yang selama ini kurang mendapat

perhatian .

4. Badan Pendapatan Daerah
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Strategi yang dilakukan Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan
Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan kewenangan Pemerintah
Daerah dan anggaran untuk melaksanakan kebijakan mengenai intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Saran :

Untuk meningkatkan PAD perlu lebih fokus dalam membangun sistem yg
terintegrasi di semua OPD terkait.

Masih rendahnya retribusi maka perlu menggali potensi kembali (riset) dan
bagaimana dikelola secara profesional.

Perlu menggali dan mengoptimalkan potensi sumber PAD karena realisasi PAD
2023 hanya 19,17 % dari total pendapatan

Penerimaan pendapatan retribusi lebih di tingkatkan karena realisasi pendapatan
retribusi masih jauh dari dari target yaitu 28 ,94 %.

Sosialisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan saat membeli rumah maupun
properti lainnya. Subjek pajak yang wajib dikenakan BPHTB adalah orang pribadi
atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Sesuai aturan, tarif pajak yang ditetapkan sebesar 5%.

UU No .21 /1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 20 /2000, pemberian Hak
Pengelolaan merupakan objek pajak

Dikenakannya Hak Pengelolaan sebagai objek pajak adalah karena penerima
Hak Pengelolaan memperoleh manfaat ekonomis dari tanah yang dikelolanya.

5. Perindustrian dan perdagangan

Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan

Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Motor

Urusan Pemerintahan bidang Perindustria

Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan

Persentase industri kecil formal dan industri non formal yang mendapatkan
fasilitas pengembangan usaha industri

Beberapa masalah di dinas Perindustrian dan Perdagangan
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e Belum terpenuhinya standar produk industri untuk industri olahan makanan dan
Minuman, berupa sertifikasi Halal dan Uji Mutu Produk

e Belum terbukanya pasar secara regional, nasional dan internasional untuk untuk
produksi industri unggulan

e Realisasi anggaran pendapatan masih jauh dari target.

Saran :

e Memfasilitasi produsen untuk pengurusan sertifikat halal dan uji halal dan uji
mutu produk agar produk terjamin dan pelanggan yakin kehalalan produk yang
dibeli

e Perlu tindakan nyata untuk mempromosikan produk lokal dengan mengikuti
pameran virtual maupun konvensional baik tingkat lokal, regional, nasional, dan
internasional.

Menggali potensi PAD dari retribusi, mengoptimalkan dan menertibkan retribusi

pelayanan pasatr.
BIDANG PEMBANGUNAN DAN INSFRASTRUKTUR

1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Rekomendasi / Catatan Strategis;

1. Mengharapkan agar Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mampu hadir
memonitor dan mendata secara detail, lengkap dan terperinci terkait
infrastruktur berupa kondisi jembatan, kondisi jalan desa serta PJU untuk
mewujudkan kondisi infrastruktur Kabupaten Malang yang baik dan merata

2. Perlunya perencanaan yang baik dan sistematis di awal tahun dalam
menyusunan program yang akan dilaksanakan, sehingga pada saat
pelaksanaan tidak ada kendala, serta anggaran yang sudah ditetapkan dapat
terserap secara maksimal sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai yang
diharapkan

3. Untuk saat ini penyerapan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga merupakan
yang tertinggi untuk kedepan diharapkan keberadaan infrastruktur memberikan
dampak perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
serta diperlukannya pemilihan konsultan yang berkualitas/kredibel agar dapat
merencanakan maupun mengawasi pembangunan lebih baik, sehingga kualitas

bangunan sesuai dengan apa yang diharapkan.
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4. Diperlukan adanya Kajian Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur
terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Malang dengan tujuan
mengukur sejauh mana dampak pembangunan infrastruktur terhadap
pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten Malang dengan output berupa
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Malang . Dimana yang
terjadi adalah Pertumbuhan Ekonomi yang cukup tinggi ( 5,00 %) tetapi diserta
dengan minimnya pemerataan kesejahteraan masyarakat yaitu tingginya angka
pengangguran 5,70 % , tingkat kemiskinan yang masih tinggi 9,45 % dan
tingginya Indek gini ratio atau tingkat kesenjangan pendapatan 0,378 % . Indek
Pembangunan Manusia sebesar 73,00 masih dibawah IPM Nasional sebesar
74,39 .

2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Rekomendasi / Catatan Strategis :

1. Diperlukannya data yang akurat dan teperinci terkait perencanaan dan program
yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

2. Perlunya perencanaan yang baik dan sistematis di awal tahun dalam
menyusunan program yang akan dilaksanakan, sehingga pada saat
pelaksanaan tidak ada kendala, serta anggaran yang sudah ditetapkan dapat
terserap secara maksimal sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai yang
diharapkan

3. Diperlukan adanya Kajian Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur
terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Malang dengan tujuan
mengukur sejauh mana dampak pembangunan infrastruktur terhadap
pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten Malang dengan output berupa
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Malang.

4. Perlunya Pencermatan data yang dituangkan di Dokumen LKPJ agar lebih
Valid.

5. Perlunya ketersediaan infrastruktur dalam proses pembangunan daerah untuk
mempercantik ibukota Kabupaten Malang yang dapat dirasakan oleh
masyarakat contoh pembangunan Alun-alun, Kepanjen Complek Center dan
Gedung Kesenian yang mana sampai saat ini masih belum ada kejelasan

terkait dengan perkembangan rencana pembangunan tersebut.
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3. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Rekomendasi / Catatan Strategis :

1. Perlunya perencanaan yang baik dan sistematis di awal tahun dalam
menyusunan program yang akan dilaksanakan serta evaluasi update target IKU
dan sinkronisasi kebutuhan sehingga pada saat pelaksanaan tidak ada kendala,
serta anggaran yang sudah ditetapkan dapat terserap secara maksimal dan
pembangunan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

2. Diperlukannya data pendukung terkait saluran irigasi primer dan sekunder
dimana ini merupakan program utama di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya
Air dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Malang. Perlu adanya
sinkronisasi terkait lahan persawahan dalam menunjang Perda RTRW yang
akan di bahas dalam menyesuaikan dengan perundangan terbaru.

3. Perlunya peningkatan dan menjaga intensitas koordinasi dengan Dinas Provinsi
terkait untuk memelihara kelangsungan kefungsian asset - aset yang
terkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

4. Badan Perencanaan Pembangunan

Rekomendasi / Catatan Strategis;

1. Bappeda agar selalu hadir dan mengawal tercapainya IKU maupun IKD yang
merupakan indikator keberhasilan daerah yang telah tertuang dalam dokumen
RPJMD dan perlunya berkoordinasi dengan Tim Penyusun LKPJ .

2. Perlunya Bappeda menyoroti terkait berbagai data yang tersaji dalam capaian
kinerja yang tertuang dalam IKU dan IKD dengan faktual kondisi di
masyarakat. Capaian IKU dan IKD yang tinggi diharapkan sejalan dan dapat
dirasakan dalam realitas di masyarakat.

3. Perlunya konsistensi tehnis strategis Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah sehingga tidak ada Program Pembangunan yang

muncul di tahun berjalan kecuali kondisi darurat / force Majeure .
5. Dinas Perhubungan
Rekomendasi / Catatan Strategis;

1. Untuk lebih memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas
perlengkapan jalan, agar merata pada semua kecamatan dan desa di Wilayah

Kabupaten Malang dimana Dinas Perhubungan bisa lebih memetakan sarana
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dan prasarana tersebut yang harus diprioritaskan guna memperlancar lalu
lintas dan untuk mengurangi angka kecelakaan;

2. Perlunya optimalisasi Pengelolaan Parkir di wilayah Kabupaten Malang terkait
titik titik parkir yang bisa dimaksimalkan agar dapat meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah sesuai data potensi yang ada baik intensifikasi maupun
ekstensifikasi .

3. Tidak hanya dari Pengelolaan Parkir, tetapi Dinas Perhubungan juga harus
memaksimalkan Program Pelayanan Uji Kir dimana program tersebut juga
dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

4. Perlunya Dinas Perhubungan untuk memahami serta mengadakan berbagai
kegiatan yang diperlukan baik berupa kajian/penelitian maupun kegiatan lain
untuk mendata, memetakan dan menghadirkan solusi terkait berbagai
permasalahan kemacetan di Kabupaten Malang.

6. Dinas Lingkungan Hidup
Rekomendasi / Catatan Strategis;

1. Perlu ketegasan dan keseriusan penegakan hukum (law enforcement) terhadap
kasus perusakan lingkungan hidup dan pelanggaran terhadap limbah buangan
yang sampai saat ini dianggap lemah .

2. Perlu adanya upaya terkait peningkatan daya tampung TPS/TPST/TPA untuk
menampung tonase sampah dari masyarakat setiap harinya. Mengingat bahwa
kapasitas daya tampung sampah belum memenuhi tonase sampah yg
dihasilkan masyarkat sebagaimana telah lakukannya  Kontrak Kerjasama
dengan PT Sejahtera Bersih Sampah Plastik yang sejauh ini belum menunjukan
progresnya.

3. Pemerintah daerah harus lebih serius mewujudkan 3 strategi khususnya
dilingkungan hidup terbukti permasalahan limbah B3 yang dihasilkan di
puskesmas, poliklinik, rumah sakit dan Industri belum tertangani (masih dikelola
di luar daerah/kerjasama), jika ini ditangani dengan serius tidak saja
menyelesaikan problematik lingkungan, juga meningkatkan PAD yang tentunya
berimbas pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;

4. Lebih ditingkatkan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan dan
kebersihan lingkungan kepada masyarakat dalam perubahan perilaku yang

bersifat pro-environment ;
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5. Pengoptimalan pemantauan secara berkala mengenai kualitas udara dan air,
konservasi pada daerah sumber air dan lahan kritis serta pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH);

6. Sebagaimana Rekomendasi DPRD pada Tahun 2021 terkait dengan
pengelolaan limbah B3 sampai saat ini belum ada progress dari Pemerintah

Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup.

7. Dinas Komunikasi dan Infomatika

Rekomendasi / Catatan Strategis;

1. Perlu adanya perhatian terkait wilayah Blank spot di wilayah Kabupaten
Malang; (baik internet maupun sinyal ponsel) untuk mewujudkan fasilitas
informasi & komunikasi yang merata di Kabupaten Malang sampai di tingkat
dusun atau pedukuhan, (khususnya pada daerah wisata).

2. Belum tercapainya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Malang
secara menyeluruh, untuk mendorong setiap informasi di tingkat Kabupaten
tersampaikan ke seluruh wilayah Kabupaten Malang agar program kegiatan
tidak terkesan ceremonial / formalitas tetapi harus ada outputnya .

3. Perlunya sinkronisasi antar stakeholder yang harus disikapi oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika dalam pelayanan publik dimana masih banyak
keluhan terkait jaringan internet (aplikasi yang berbasis nasional (Srikandi,
Sumaker dll)

8. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rekomendasi / Catatan Strategis;

1. Secara garis besar yang sudah dilakukan Badan Penelitian dan Pembangunan
Daerah sudah berjalan dengan baik, diharapkan untuk lebih ditingkatkan lagi
terkait kolaborasi dengan OPD lain sehingga dapat mendorong setiap upaya
Balitbangda untuk mengadakan berbagai kegiatan baik berupa penelitian,
kajian, sosialisasi untuk menyampaikan pemikiran/riset serta menampung
berbagai masukan dari masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Malang yang
lebih baik lagi.

2. Perlu adanya berbagai kajian penting untuk menunjang kemajuan Kabupaten
Malang. Termasuk didalamnya kajian terkait potensi pendapatan daerah serta

inovasi yang diperlukan daerah, dan yang tidak kalah pentingnya peran dari
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Balitbangda dalam Tim Penyusunan LKPJ Bupati, dimana hal tersebut sebagai
upaya mewujudkan Kabupaten Malang mencapai visi -misinya.

3. Bagaimana progres Balitbangda terkait perubahan Nomenklatur menjadi Brida
sebagaimana Peraturan Daerah yang telah di sahkan

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rekomendasi / Catatan Strategis;

1. Perlunya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan Resiko Bencana dan
menghadirkan data yang lengkap dan komprehensif terkait wilayah mitigasi
daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten Malang.

2. Perlunya evaluasi yang harus dilakukan BPBD terkait penanganan bencana
dimana akurasi data untuk ditinjau kembali dalam upaya mendorong
terselesaikannya bantuan dari pemerintah pusat terkait dana bantuan
kerusakan rumah yang terjadi akibat adanya gempa di Malang selatan.

3. Meningkatkan berbagai upaya untuk mewujudkan Desa Tangguh Bencana di
kabupaten Malang baik melalui kegiatan pelatihan/workshop maupun kegiatan-
kegiatan lain yang diperlukan dengan prioritas desa rawan bencana sesuai peta
desa rawan bencana .

10. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Rekomendasi / Catatan Strategis;
Menjaga tetap terselenggarakannya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten
Malang yang terbuka, bersih, prosedural, bebas interfensi dan sesuai peraturan
perundangan yang berlaku serta responsive terkait dengan perubahan regulasi
dengan menyediakan SDM yang cukup sehingga tidak menghambat percepatan
pembangunan di Kabupaten Malang .

11. Bagian Sumber Daya Alam dan Bagian Administrasi Pembangunan
Merupakan bagian pada sekretariat daerah yang menunjang pelaksanaan
kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Malang secara
administrative, dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
dan bersih dan menjadi sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya bagi
masyarakat.

Selain catatan strategis dan rekomendasi di atas, beberapa hal yang perlu mendapat

perhatian lebih :
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1. Perlu adanya koreksi dan evaluasi terhadap Tim Penyusun LKPJ Bupati dan
Organisasi Perangkat Daerah, karena terdapat ketidak sesuaian serta penyajian
data yang sangat kurang lengkap/ tidak sesuai / tidak valid berakibat
mempengaruhi rekomendasi capaian IKU dan IKD di masing masing OPD ,
mengingat dokumen LKPJ Bupati sangat penting sebagai evaluasi kebijakan
Bupati dalam Visi-Misi dan sebagai informasi publik.

2. Dalam upaya mengoptimalkan potensi dan kendala yang dihadapi oleh masing-
masing OPD , maka perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas masing-masing
OPD secara intens, sehigga diperoleh hasil efektif, efisien dan terukur.

3. Secara Umum OPD dalam rangka pemenuhan target IKU dan IKD belum
menggambarkan progress capaian sesuai dengan Tema Tahun 2023
Pembangunan Pariwisata Kreatif berbasis Komonitas dan Budaya Lokal .

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Bidang Pendidikan

Capaian harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,1 tahun
dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,38 menjadi 13,48 tahun, sedangkan rata-ata
lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,07 tahun, dari 7,68
tahun menjadi 7,75 tahun pada tahun 2023.

Permasalahan

1. Terdapatnya anak putus sekolah di Kabupaten Malang dan sebagian anak hanya
mengikuti pendidikan sampai SMP/MTS.

2. Pemerataan pendidikan bagi semua masyarakat.

3. Kurangnya kuantitas dan kualitas guru di pedesaan yang dapat mengedukasi
masyarakat dan siswa akan pentingnya pendidikan sehingga dapat mengurangi
angka anak putus sekolah.

4. Masih jauhnya jarak penempatan tugas dinas dengan domisili tinggal bagi
seorang penduduk (Guru).

Catatan

1. Pemerataan Kuantitas Tenaga Pendidik
2. Beasiswa bagi murid Kurang Mampu
3. Rehabilitasi Ruang Kelas yang sangat kurang nyaman dalam proses belajar

mengajar.
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2. Bidang Kesehatan
Permasalahan

1. Masih tingginya angka stunting

2. Fasilitas Kesehatan yang belum merata disetiap desa

3. Minimnya kesadaran anak muda akan pentingnya Kesehatan

4. Penyusunan ulang program Keluarga Berencana, untuk meningkatkan angka
keikutsertakan KB aktif, sehingga pertumbuhan angka kelahiran bisa dikendalikan

Catatan

1. Meningkatkan akses masyarakat, khususnya kelompok rentan, terhadap makanan
bergizi.

2. Meningkatkan kerjasama antara sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, dan sektor
terkait lainnya dalam implementasi kebijakan gizi.

3. Khusus pelayanan RSUD Ngantang yg masih pada type D harus mendapatkan
perhatian khusus tentang sport dukungan anggaran agar segera bisa terwujud
pelayanan kesehatan masyarakat yg makasimal di wilayah malang barat sebab kalau
tidak ada percepatan akan berakibat pada kepercayaan masyarakat malang barat
beralih ke Pemerintahan Kota batu dan Kabupaten Kediri.

4. Untuk pelayanan kuratif pada Rumah Sakit Kanjuruhan terutama bagi pasien BPJS
saat ini belum bisa menggunakan alat maupun sarana yang seharusnya digunakan
sebagai tindakan kasus penyakit pasien, karena terkendala belum adanya
rekomendasi dari pihak BPJS sehingga diperlukan pressure (tekanan) kepada pihak
BPJS melalui surat Bupati Malang agar pelayanan di Rumah Sakit Kanjuruhan dapat

maksimal dalam melakukan pelayanan.

3.Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Permasalahan

1. Perlindungan perempuan dan anak masih kurang maksimal, hal ini dapat dilihat
dari tingkat laporan kekerasan yang masih mengalami peningkatan; (kasus
bulliying di pesantren yang sekarang marak terjadi)

2. Pembangunan Gender saat ini masih pada level perangkat daerah dan belum

terintegrasi sampai pada level pemerintah Desa/Kelurahan;

Catataan
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1. Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi

Perempuan Korban Kekerasan

2. Melaksanakan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada

lembaga Pemerintah

4. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
1. Tahun 2022 sebesar 295 yang dilestarikan sedangkan tahun 2023 menjadi 297
dari 302 cagar budaya yang terdata
2. Tingkat jumlah wisatawan yang masih sedikit. Padahal Kab. Malang memiliki
banyak wisata yang memiliki nilai jual dan daya saing
3. PAD sektor pariwisata tidak mencapai target karena adanya penurunan
penerimaan dari retribusi tempat rekreasi (taman wisata air wendit) dimana di
tahun 2023 hanya sebesar 455.357.000 hal ini disebabkan karena banyaknya
bermunculan wisata wisata baru berbasis wisata desa serta tingginya daya saing
destinasi wisata di malang raya
5. Bidang Sosial
Peran serta Pemerintah Desa melakukan Verifikasi dan Validasi Data melalui
SIKSNG dan keterlibatan masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial terhadap
penanganan PMKS dalam Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial, dalam upaya
Penurunan PMKS
6. Bidang Peternakan
Permasalahan
1. Sampai dengan Tahun 2023 masih terdapat virus Penyakit Mulut dan Kuku
(PMK) yang menyerang ternak besar (sapi potong dan sapi perah) di Wilayah
Kabupaten Malang
2. Dari 7 Rumah Potong Hewan (RPH) dirasa masih belum maksimal untuk
memenuhi daging berkualitas oleh masyarakat untuk itu perlu alokasikan
anggaran untuk memaksimalkan RPH secara bertahap, memang keberadaan
RPH tertolong tempat pemotongan hewan milik masyarakat

Catatan Strategis :

1. Pemerataan aksesbilltas, kualiatas dan kuantitas Pendidikan karena masih
ada kesenjangan antar sekolah di desa dan kota
2. Meningkatkan kualitas tenga pendidik serta pemerataan bugedting karena

masih adanya kepala sekolah yang merangkap lebih dari satu sekolah
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3. Melakukan strategi kebijakan daerah (pertimbangan domisili) untuk
menanggulangi kekurangan tenaga pendidik pada satuan SD - SMP negeri

4. Pengembangkan dan pembangunan Fasilitas kesehatan disetiap desa,

5. Peningkatakan sarana dan prasarana wisata yang dikelola pemerintah agar
memiliki daya saing

6. vaksinasi yang efektif, penerapan karantina yang ketat dan pengendalian
pergerakan hewan & kerjasama internasional dalam pengendalian penyakit
hewan, dan pengendalian populasi hewan liar.

7. Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan

8. Melaksanakan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada
lembaga Pemerintah.

Saudara Bupati, Pimpinan dan Segenap Hadirin Sekalian Yang
Berbahagia,

Demikian Hasil Pembahasan DPRD terhadap Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2023, hal ini disampaikan dengan
harapan semoga “catatan strategis” DPRD sebagai bahan evaluasi, rekomendasi
dan rujukan Bupati Malang guna menetapkan program dan kebijakan di masa yang
akan datang.

Akhirnya, kami selaku juru bicara DPRD menyampaikan ucapan terima kasih
kepada semua hadirin atas perhatian dan kesabarannya, serta apabila terdapat hal-
hal yang kurang berkenan, tutur kata dalam penyampaian, kami mohon maaf yang

seikhlas-ikhlasnya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG

Ketua, Juru Bicara,

DARMADI, S.So0s FITRIYUHANA
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BAPAK/IBU HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

BARU SAJA KITA IKUTI BERSAMA PEMBACAAN LAPORAN DPRD
ATAS HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MALANG TAHUN 2023,
BESERTA REKOMENDASI DARI DPRD KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
MALANG.

KEPADA SAUDARA FITRI YUHANA SEBAGAI JURU BICARA DPRD
DISAMPAIKAN TERIMA KASIH.

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA DARI PEMBACAAN
LAPORAN DPRD TADI, TERDAPAT BEBERAPA REKOMENDASI SEBAGAI
CATATAN STRATEGIS DARI :

BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN;

BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN;

BIDANG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR; DAN

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT.

CATATAN-CATATAN STRATEGIS DARI DPRD KABUPATEN MALANG TERSEBUT
SEBAGAI BAHAN EVALUASI UNTUK DITINDAKLANJUTI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG, DALAM RANGKA PERBAIKAN SERTA PENINGKATAN
PELAYANAN MAUPUN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KE DEPAN.

A w NP

SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN HADIRIN YANG
BERBAHAGIA,

MEMASUKI ACARA TERAKHIR YAITU PENYAMPAIAN SAMBUTAN
BUPATI MALANG ATAS REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MALANG TAHUN 2023.
YANG AKAN DISAMPAIKAN OLEH BUPATI MALANG, DILANJUTKAN DENGAN
PENANDATANGANAN BERITA ACARA YANG SEKALIGUS DILANJUTKAN
DENGAN PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS.

UNTUK ITU, KEPADA SAUDARA BUPATI DIPERSILAHKAN.

Risalah Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Malang Tahun 2023 29



............. Proses Pembacaan Sambutan Bupati atas Rekomendasi DPRD Kabupaten Malang, Yang
Disampaikan oleh Saudara Bupati Malang dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara

sekaligus penyerahan secara simbolis............
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Bismillahirrohmaanirrohim

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua, Syaloom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam

Kebajikan, Rahayu.

YTH. -

WAKIL BUPATI MALANG;

KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN
MALANG;

PARA ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH ATAU
YANG MEWAKILI;

Pj. SEKRETARIS DAERAH, PARA STAF AHLI BUPATI, PARA
ASISTEN SEKDA DAN PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG,;

PARA WARTAWAN DAN HADIRIN  UNDANGAN  YANG
BERBAHAGIA.

Mengawali sambutan pada Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi

DPRD Kabupaten Malang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Bupati Malang Tahun 2023, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur
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kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufig dan hidayah-Nya, sehingga pada
kesempatan yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat
wal’afiat dan dalam suasana penuh kebahagiaan. Sholawat serta salam semoga
senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta

keluarga, sahabat serta para penerus perjuangannya hingga akhir masa.

Masih dalam suasana bulan Syawal, atas nama pribadi, keluarga, dan
Pemerintah Kabupaten Malang saya mengucapkan “Selamat Idul Fitri 1445 Hijriyah,
Taqabbalallahu Minna Wa Minkum shiyamana wa shiyamakum, wa Ja’alanallaahu
Minal ‘Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin”.

Semoga hikmah Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini semakin memperkuat iman
dan takwa kita kepada Allah SWT, serta nilai semangat Ramadhan akan tetap bersinar

dalam tingkah laku dan perbuatan kita pada bulan-bulan berikutnya. Aamiin.
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan yang baik ini, mewakili seluruh jajaran aparatur Pemerintah
Kabupaten Malang, saya menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kabupaten
Malang yang telah menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Bupati Malang Tahun 2023, dengan memberikan rekomendasi sebagai masukan
penting dalam menentukan arah kebijakan dan langkah-langkah pembangunan ke

depan.

Kami juga menyampaikan penghargaan kepada Panitia Khusus yang telah
melaksanakan pendalaman terhadap LKPJ Bupati Malang Tahun 2023, dan
menghasilkan catatan-catatan strategis, serta rekomendasi positif terhadap
penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum

pemerintahan selama Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Tim LKPJ dan seluruh
Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, atas kinerja
dan kerja keras Saudara-saudara sekalian bersama DPRD Kabupaten Malang di
tahun 2023, mulai dari penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan,
pelaksanaan kegiatan, yang dilanjutkan dengan pengendalian serta pengawasan,
hingga penyampaikan LKPJ Bupati Malang Tahun 2023 kepada DPRD Kabupaten
Malang.
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Dalam hal ini, patut menjadi kebanggaan bagi kita bersama, bahwa
kerjasama serta sinergitas antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Malang
pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Masing-masing pihak telah memiliki
kesadaran tinggi terhadap kewenangan, fungsi serta tugasnya masing-masing
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Walaupun
terkadang masih terdapat perbedaan pandangan dalam menyikapi fenomena
pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sosial politik yang terjadi,
namun perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar dan harus disikapi
dengan bijak, dengan mengedepankan toleransi, saling mengisi, serta saling
menghargai, sekaligus tetap berpedoman kepada ketentuan yang berlaku,
maupun azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya mengenai rekomendasi yang disampaikan, baik yang
bersifat administratif maupun substansi terhadap LKPJ Bupati Malang Tahun
2023, kami terima dan akan dipelajari dengan seksama untuk dijadikan masukan
dalam perencanaan pembangunan ke depan. Dimana rekomendasi yang
disampaikan DPRD ini merupakan sebuah saran yang sifatnya positif dan
konstruktif dalam konteks perbaikan maupun penyempurnaan untuk
mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang
akan datang.

Pada tahun 2023 lalu, alhamdulillah berbagai keberhasilan dan prestasi
berhasil kita raih dan manfaatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini
dibuktikan dengan cukup banyaknya penghargaan dari berbagai pihak yang
diberikan kepada Kabupaten Malang. Namun perlu kita sadari bersama bahwa
masih terdapat beberapa kekurangan yang tentunya perlu untuk segera
diperbaiki. Maka dari itu, mari kita perkuat sinergi dan komitmen bersama,
melalui peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan, dengan
memperhatikan pula prinsip-prinsip partisipatif, dan kolaboratif, serta adaptif
terhadap aspirasi maupun kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang.

Berbekal pengalaman di tahun sebelumnya, saat ini Pemerintah
Kabupaten Malang tengah berpacu untuk mengakselerasi kinerja guna
mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang
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Tahun 2021-2026. Harapannya roda pemerintahan dan pembangunan di tahun
2024 ini dapat berjalan lancar dan sukses tanpa hambatan berarti.

Mudah-mudahan kesadaran dan kemauan, serta partisipasi aktif
seluruh pihak juga semakin meningkat, untuk bersatu padu, berkolaborasi
dalam mencurahkan segala kontribusi demi mewujudkan masa depan yaitu
“MALANG MAKMUR”.

Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Kiranya demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan
ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf manakala ada hal yang kurang

berkenan.

Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua, dan segenap
Anggota DPRD, para aparatur pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten
Malang atas terselenggaranya kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama
tahun 2023. Semoga  Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, dan
petunjuk, serta mengiringi setiap derap langkah kita dalam mengemban tugas
pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Wallahul Muwafiq ila Agwamith Thariq.
Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Syaloom. Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan, Rahayu.

Malang, 24 April 2024

BUPATI MALANG

Drs. H. M. SANUSI, M.M
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Penandatanganan dan penyerahan simbolis Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Malang

Tahun 2023......
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HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

TELAH KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN SAMBUTAN BUPATI
MALANG ATAS REKOMENDASI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP LKPJ
BUPATI MALANG TAHUN 2023.

KEPADA SAUDARA BUPATI MALANG DI SAMPAIKAN TERIMA KASIH.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

DENGAN DEMIKIAN, TELAH KITA IKUTI SELURUH RANGKAIAN
ACARA RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI, ATAS NAMA PIMPINAN DPRD
MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LKPJ
BUPATI TAHUN 2023, JUGA KEPADA TIM LKPJ PEMERINTAH DAERAH BESERTA
PERANGKAT DAERAH YANG TELAH SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS
PEMBAHASAN, SESUAI DENGAN WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN.

TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA
KAMI SAMPAIKAN JUGA KEPADA SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
JAJARAN FORKOPIMDA SERTA HADIRIN SEKALIAN YANG TELAH MENGIKUTI
RAPAT PARIPURNA. DAN APABILA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN
SELAMA PROSES PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MALANG TAHUN 2023, KAMI ATAS
NAMA PIMPINAN DPRD, MOHON MA'AF YANG SEIKHLAS-IKHLASNYA DAN
MUDAH - MUDAHAN APA YANG TELAH KITA HASILKAN INI MENDAPATKAN
RIDHO DARI ALLAH SWT. SERTA BERMANFAAT BAGI BANGSA DAN NEGARA
SERTA MASYARAKAT KABUPATEN MALANG KHUSUSNYA.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP SYUKUR “ALHAMDULILLAHIROBBIL
ALAMIN” RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG, SAYA NYATAKAN DITUTUP ...... TOK HI(3X)

SEKIAN DAN TERIMA KASIH,

WALLAHULMUWAFIQ ILA AQWAMIT THARIEQ WASSALAMU’ALAIKUM WR.
WB.
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
KETUA

DARMADI, S.Sos
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